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ABSTRAK

Dalam penelitian ini membahas implementasi aspek manajemen berbasis sekolah dalam pelayanan
bimbingan konseling yang terjadi di sekolah. Adapun hasilnya adalah: manajemen berbasis sekolah
dalam pelayanan bimbingan konseling merupakan model manajemen yang memberikan otonomi
lebih luas kepada sekolah termasuk madrasah untuk mengelola sumber daya sekolah dan
mendorong sekolah meningkatkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk mencapai tujuan
sekolah dalam kerangka pendidikan nasional. Implementasi manajemen berbasis sekolah dalam
bimbingan konseling di sekolah pelaksanaannya memerlukan kerja sama dan partisipasi
stakeholders sekolah. Seperti kelompok stakeholders adalah kepala sekolah dan wakil-wakilnya,
guru, siswa, konselor, wakil pemerintah dan wakil organisasi pendidikan. Dengan demikian,
penyusunan program BK di sekolah pelaksanaannya mensyaratkan kerja sama dan partisipasi
stakeholders dan penyusunan program BK pelaksanaannya juga meniscayakan adanya keterbukaan.
Kata Kunci: Implementasi, Manajemen Berbasis Sekolah, Pelayanan Bimbingan Konseling.

ABSTRACT

This study discusses the implementation of aspects of school-based management in counseling
guidance services that occur in schools. The results are: school-based management in counseling
guidance services is a management model that provides wider autonomy to schools including
madrasas to manage school resources and encourage schools to increase the participation of school
members and the community to achieve school goals within the framework of national education.
The implementation of school-based management in counseling guidance in schools requires the
cooperation and participation of school stakeholders. Such stakeholder groups are principals and
their representatives, teachers, students, counselors, government representatives and
representatives of educational organizations. Thus, the preparation of the BK program in schools
requires the cooperation and participation of stakeholders and the preparation of the BK program
in its implementation also requires openness.

Keywords: Implementation, School-Based Management, Counseling Guidance Services.

PENDAHULUAN

Sebagai dasar perumusan makna manajemen pelayanan BK, terlebih dahulu
dikemukakan makna manajemen secara umum. Banyak sekali pengertian manajemen dan
satu pengertian tentang manajemen tidak bisa mewakili pengertian lain secara universal.
Menurut Hendrayani & Triyasa (2021) tidak ada definisi manajemen yang telah diterima
secara universal. Hal ini berarti pengertian manajemen sangat kontekstual. Mary Parker
Follet yang dikutip oleh Susan (2019) menyatakan bahwa “manajemen merupakan seni
dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain.” Pengertian ini mengandung arti bahwa
para manajer atau pimpinan seperti kepala sekolah dan madrasah mencapai tujuan-tujuan
organisasi (sekolah dan madrasah) melalui pengaturan orang-orang lain (guru-guru dan
petugas administrasi) untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin diperlukan atau
dengan tidak melakukan tugas-tugas itu sendiri.

Sesungguhnya pengertian manajemen cukup luas sehingga tidak ada pengertian yang
digunakan secara konsisten oleh semua orang. Pengertian manajemen yang lebih kompleks
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dikemukakan oleh Stoner dalam Marlina (2013) manajemen adalah proses perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan
penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi
yang telah ditetapkan.

Dari berbagai pengertian, Nazharriya (2017) menyimpulkan bahwa manajemen
adalah: bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai
tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan  fungsi-fungsi perencaan (planning),
pengorganisasian (organizing), penyusunan personalia atau kepegawaian (staffing),
pengarahan dan kepemimpinan (leading), dan pengawasan (con trolling).

Pelayanan bimbingan dan konseling meniscayakan manajemen agar tercapai efisiensi
dan efektivitas serta tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, setidaknya
ada tiga alasan mengapa manajemen itu diperlukan kan termasuk dalam dunia pelayanan
bimbingan dan konseling, yaitu: Pertama, untuk mencapai tujuan yang diinginkan sebagai
bukti bahwa proses manajemen pelayanan bimbingan konseling tepat sasaran dan sesuai
tujuan. Kedua, untuk menjaga keseinambungan di antara tujuan-tujuan yang saling
bertentagan (apabila ada).

Manajemen diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, saran-
sasaran dan kegiatan-kegiatan apabila ada yang saling bertentangan dari pihak-pihak
tertentu seperti kepala sekolah dan madrasah, para guru, tenaga administrasi, para siswa,
orang tua siswa, komite sekolah dan madrasah, dan pihak-pihak lainnya. Ketiga untuk
mencapai efisiensi dan efektivas. Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu
pekerjaan dengan benar atau merupakan perhitungan rasio antara keluaran (output) dengan
masukan (input). Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau
peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepala sekolah dan
madrasah yang efektif atau koordinator layanan BK yang efektif dapat memilih pekerjaan
yang harus dilakukan atau metode (cara) yang tepat untuk mencapai tujuan sekolah dan
madrasah atau tujuan layanan BK. Menurut Peter Drucker dalam Mesterjon & Kom (2021),
efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang benar (doing the r ight things), sedangkan
efisiensi adalah melakukan pekerjaan dengan benar(doing ther fight)

METODOLOGI

Sebuah penelitian berupaya untuk memperoleh informasi yang lengkap dan begitu
akurat, salah satunya mengenai adanya pengaruh yang signifikan dari kegiatan pelaksanaan
manajemen berbasis sekolah dalam pelayanan bimbingan konseling. Dalam hal ini peneliti
tidak memanipulasi variabel yang ada. Peneliti hanya mengukur variabel yang ada, maka
dengan begitu penelitian ini tergolong penelitian deskriptif. (Juliandi & Manurung, 2014).

Didalam penelitian yang menerapkan analisis regresi, tidak jarang melibatkan lebih
dari satu variabel dalam model regresinya, karena dengan hanya menggunakan satu
variable bebas saja untuk menduga variabel tak bebas sering kali kurang realistis, karenanya
diperlukan model regresi berganda.

Satu hal yang perlu diperhatikan dalam analisis regresi walaupun didalamnya ada
variabel defenden (variabel tidak bebas, tergantung atau terikat) dan ada variabel indefenden
(variabel bebas, regresor atau prediktor) namun di dalam analisisnya tidak serta merta
menyatakan kausalitas. Kendal Stuart mengatakan bahwa hubungan statistika hanya
menunjukkan apakah ada atau tidak ada, dan bila ada bersifat kuat atau lemah, dan tidak
dapat menunjukkan hubungan kausalitas (Latifah & Handayani, 2022). Hubungan
kausalitas harus berasal dari luar statistika yaitu dari landasan teori dan konsep.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelayanan Bimbingan dan Konseling

Sebagai penangung jawab utama pelayanan bimbingan dan konseling, koordinator
mememang administrasi bimbingan, yaitu mengatur kerja sama tenaga- tenaga
bimbingan dan mengarahkan semua aktivitas atau kegiatan bimbingan dan koseling di
sekolah dan madrasah yang bersangkutan. Kordinator bersama dengan anggota-anggota staf
bimbingan yang lain membentuk suatu tim kerja yang secara bersama mengusahakan
pelayanan bimbingan di sekolah atau madrasah seoptimal mungkin.

Sebagai pimpinan staf bimbingan, koordinator harus memenuhi tuntutan pendidikan
akademik dan harus mampu menciptakan jaringan kerja sama dengan berbagai pihak yang
terkait dengan pelayanan bimbingan.

Selain dalam berkomunikasi dengan anggota- anggota staf bimbingan, koordinator
harus menunjukkan sikap menghargai dan menghormati profesionalitas rekan-rekannya
serta memberikan kebebasan yang wajar kepada para tenaga bimbingan dalam menunaikan
tugasnya.

Dalam mengadministrasi orang yang bekerja sebabai anggota staf bimbingan di
sekolah dan madrasah, koordinator harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku di
sekolah dan madrasah yang bersangkutan; khususnya yang menyangkut: pengangkatan,
pemberhentian, penggajian, kenaikan pangkat, kesempatan mengikuti pendidikan tambahan
atau penataran, tugas di luar sekolah atau madrasah dan sebagainya. Dalam hal di atas,
koordinator bimbingan tidak diberi wewenang bertindak sendiri tanpa melalui saluran-
saluran administratif yang mengikat semua tenaga kependidikan termasuk dirinya sendiri di
sekolah atau madrasah yang bersangkutan.

Pembagian tugas di antara para anggota staf bimbingan, sesuai dengan jabatannya
masing-masing menjadi tanggung jawab koordinator. Bagaimana sebaiknya pembagian
tugas itu, sangat tergantung dari pola dasar pelaksanaan bimbingan, jumlah jabatan yang
bersifat merangkap atau tidak, taraf keahlian tenaga bimbingan, dan jenis spesialisasi yang
dimiliki oleh tenaga bimbingan. Selain itu, koordinator juga bertugas mengatur sarana
personil dengan sebaik-baiknya.

Ada lima kemungkinan mengatur pembagian tugas antara para tenaga bimbingan di
sekolah atau madrasah, khususnya di sekolah menengah, yaitu:

1. Pembimbing laki-laki melayani siswa laki-kali dan pembimbing perempuan melayani
siswa perempuan.

2. Setiap pembimbing diberi tanggung jawab terhadap tingkatan kelas tertentu, sehingga
pembimbing setiap tahun pembelajaran memperoleh angkatan siswa yang baru.

3. Setiap pembimbing diberi tanggung jawab terhadap angkatan siswa tertentu yang
diikutinya terus dari saat angkatan itu masuk sekolah sampai tamat.

4. Setiap pembimbing memegang layanan-layanan bimbingan tertentu untuk seluruh
angkatan siswa, misalnya pembimbing A khusus melayani semua siswa yang akan
melanjutkan ke perguruan tinggi, pembimbing B khusus melayani semua siswa yang
akan langsung bekerja setelah tamat, dan pembimbing C menangani program testing
untuk semua siswa, dan lain sebagainya.

5. Kombinasi antara poin 2 dan 4 sehingga ada beberapa pembimbing yang melayani
siswa ditingkat kelas tertentu dan ada beberapa pembimbing yang memegang aspek-
aspek program bimbingan tertentu.

Selain tugas-tugas di atas, koordinator bimbingan juga bertugas mengatur hubungan
kerja sama di antara para tenaga bimbingan dengan tenaga pembantu administratif atau tata
usaha. Dalam mengadministrasikan kegiatan-kegiatan bimbingan, sebaiknya dibedakan
antara kegiatan yang menyangkut;
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. Kegiatan profesional intern di antara anggota staf bimbingan,
2. Kegiatan membina hubungan dengan masyarakat, instansi pendidikan lain, atau tenaga
penunjang di luar sekolah atau madrasah yang bersangkutan,
3. Kegiatan yang berupa penulisan laporan yang harus dikerjakan oleh masing-masing
tenaga bimbingan,
4. Kegiatan yang dilakukan oleh tenaga pembantu administratif,
5. Kegiatan profesional ekstern yang berupa implementasi dari pelayanan bimbingan yang
diberikan kepada orang lain.
Implementasi Aspek Manajemen Berbasis Sekolah dalam Pelayanan Bimbingan dan
Konseling
1. Makn a dan Tuju an Manajemen Berb asis Sekolah

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dewasa ini telah dikenal luas terutama oleh
masyarakat sekolah dan madrasah. Bahkan di sekolah dan madrasah tertentu telah secara
konsisten menerapkan MBS dalam pengelolaan program pendidikan atau program sekolah
dan madrasah. Apabila sekolah dan madrasah telah menerapkan MBS dalam pengelolaan
pendidikan dan pembelajaran, berarti secara implisit telah menerapkan MBS dalam
pelayanan bimbingan dan konseling MBS merupakan salah satu alternatif pilihan formal
untuk mengelola struktur penyelenggaraan pendidikan  yang terdesentralisasi dengan
menempatkan sekolah sebagai unit utama peningkatan (Malik Fajar, 2002). MBS adalah
pengelolaan sekolah termasuk madrasah yang menggambarkan kumpulan praktik-praktik
dari banyak orang pada tingkat sekolah dan madrasah guna membuat keputusan untuk
sekolah dan madrasah. MBS dimulai dari desentralisasi dengan pemberian wewenang yang
jelas dari pemerintah pusat kepada sekolah-sekolah dan madrasah dalam berbagai hal.

MBS adalah pengoordinasian dan penyelarasan sumber daya yang dilakukan secara
otonomis oleh sekolah melalui sejumlah input manajemen untuk mencapai tujuan sekolah
dalam kerangka pendidikan nasional, dengan melibatkan semua kelompok stakeholders
dalam pengambilan keputusan yang partisipatif. Yang termasuk kelompok stakeholders
meliputi: kepala sekolah atau madrasah dan wakil-wakilnya, guru, s iswa, konselor (
pembimbing), wakil pemerintah dan wakil organisasi pendidikan (Azim, 2010). Menurut
Mulyasa (2022) MBS adalah penataan sistem pendidikan yang memberikan keleluasaan
kepada warga sekolah untuk memanfaatkan semua fasilitas dan media yang tersedia untuk
menyelenggarakan pendidikan bagi siswa, dan  mampu
mempertanggungjawabkannya secara penuh.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa MBS merupakan model
manajemen yang memberikan otonomi lebih luas kepada sekolah termasuk madrasah untuk
mengelola sumber daya sekolah dan madrasah, serta mendorong sekolah dan madrasah
meningkatkan partisipasi warga sekolah atau madrasah dan masyarakat untuk mencapai
tujuan sekolah dan madrasah dalam kerangka pendidikan nasional.

MBS dengan konsepsi di atas, menurut Hakim (2016) bertujuan antara lain untuk:

(a)Meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kemandirian, fleksibilitas,
partisipasi, keterbukaan, kerja sama, akuntabilitas, inisiatif sekolah dan madrasah
dalam mengelola, memanfaatkan, dan memberdayakan sumber daya yang tersedia.

(b)Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan madrasah bersama masyarakat dalam
penyelenggaraan pendidikan, duduk bersama untuk pengambilan keputusan. (c)
Meningkatkan tanggung jawab sekolah dan madrasah kepada stakeholders terutama
kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolahnya.

Implementasi Aspek-aspek Manajemen Berbasis Sekolah dalam Pelayanan
Bimbingan Konseling
Berdasarkan makna MBS di atas, ada beberapa aspek yang menjadi ciri khas MBS,
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yaitu: (a) melibatkan semua kelompok stakeholders dalam penyusunan program sekolah dan
pengambilan keputusan, (b) pengambilan keputusan secara kolektif, (c) partisipasi atau
kerja sama antara stakeholders dalam penyusunan dan penyelenggaraan program.

MBS meniscayakan kerja sama, partisipasi, dan keterbukaan dalam penyelenggaraan
program pendidikan dan pembelajaran. Ketiga aspek ini bisa diimplementasikan dalam
pelayanan bimbingan dan konseling. Artinya penyusunan dan penyelenggaraan program
pelayanan BK di sekolah dan madrasah juga mensyaratkan adanya kerja sama, partisipasi,
dan keterbukaan.

Penyusunan program bimbingan dan konseling dan pelaksanaannya tidak mungkin
bisa dilakukan sendiri oleh kepala sekolah atau oleh petugas bimbingan sekolah dan
madrasah. Penyusunan program BK dan pelaksanaannya akan melibatkan berbagai pihak
yang terkait di sekolah atau madrasah. Berbagai pihak yang terkait itulah yang dalam MBS
disebut stakeholders. Ini artinya penyusunan program BK di sekolah atau madrasah dan
pelaksanaannya memerlukan kerja sama dan partisipasi stakeholders sekolah dan madrasah.
Seperti telah disebutkan di atas, bahwa y an g termasuk kelompok stakeholders adalah
kepala sekolah dan wakil-wakilnya, guru, siswa, konselor, wakil pemerintah dan wakil
organisasi pendidikan. Dengan demikian, penyusunan program BK di sekolah dan madrasah
serta pelaksanaannya mensyaratkan kerja sama dan partisipasi stakeholders yang telah
disebutkan di atas. Penyusunan program BK dan pelaksanaannya juga meniscayakan adanya
keterbukaan. Keniscayaan ini relevan dengan asas layanan bimbingan itu sendiri yang salah
satunya adalah keterbukaan.

Penyusunan program BK di sekolah dan madrasah dan pelaksanaannya yang
melibatkan stakeholders sekolah dan madrasah, diharapkan dapat mencapai peningkatan
multi pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah yang bersangkutan.

KESIMPULAN

Manajemen berbasis sekolah dalam pelayanan bimbingan konseling merupakan
model manajemen yang memberikan otonomi lebih luas kepada sekolah termasuk madrasah
untuk mengelola sumber daya sekolah dan madrasah, serta mendorong sekolah dan
madrasah meningkatkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk mencapai tujuan
sekolah dan madrasah dalam kerangka pendidikan nasional.

Implementasi manajemen berbasis sekolah dalam bimbingan konseling di sekolah
pelaksanaannya memerlukan kerja sama dan partisipasi stakeholders sekolah dan madrasah.
Seperti telah disebutkan di atas, bahwa y an g termasuk kelompok stakeholders adalah
kepala sekolah dan wakil-wakilnya, guru, siswa, konselor, wakil pemerintah dan wakil
organisasi pendidikan. Dengan demikian, penyusunan program BK di sekolah dan madrasah
serta pelaksanaannya mensyaratkan kerja sama dan partisipasi stakeholders yang telah
disebutkan di atas. Penyusunan program BK dan pelaksanaannya juga meniscayakan adanya
keterbukaan. Keniscayaan ini relevan dengan asas layanan bimbingan itu sendiri yang salah
satunya adalah keterbukaan.
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